
 
 

BUPATI PANGANDARAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

 
NOMOR 62 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL 
KABUPATEN PANGANDARAN 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI PANGANDARAN, 
 

  
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana 
Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal 
Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan Rencana Umum 

Penanaman Modal Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota, dengan demikian perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Pangandaran tentang Rencana Umum 
Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);  

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, 
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038); 
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5363); 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6330); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, 
Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi 

Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan 
Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6621); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka 
Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6622); 
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 
2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan 
Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 215); 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana 

Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
113); 

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2013 
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa 

Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 
Nomor Nomor 80 Seri E); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Nomor 15); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan 

Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 20); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 25 

Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 25); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 
Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 
Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Pangandaran Nomor 6); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 

Nomor 3); 
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 

Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2018–2025 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran 
Nomor 7); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4); 
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2019 

tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2019 Nomor 32); 
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 56 Tahun 2022 

tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha dan Nonperizinan di Daerah Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 
2022 Nomor 56); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA 

UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN PANGANDARAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran. 
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pemerintah Kabupaten Pangandaran. 
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri 
maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di 
Daerah. 

6. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten 
Pangandaran selanjutnya disingkat RUPMK adalah 

dokumen perencanaan Kabupaten Pangandaran yang 
berlaku sampai dengan Tahun 2025.  

7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan penanaman 
modal Kabupaten Pangandaran. 

8. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan dalam mewujudkan visi penanaman modal 

Kabupaten Pangandaran. 
 

BAB II 
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN 

 

Bagian Kesatu 
Sistematika 

 
Pasal 2 

 
Sistematika RUPMK, meliputi: 
a. Pendahuluan; 

b. Asas dan Tujuan; 
c. Visi dan Misi; 

d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, meliputi: 
1. perbaikan iklim penanaman modal; 

2. persebaran penanaman modal; 
3. fokus pengembangan penanaman modal; 
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 

5. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;  
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif 

penanaman modal; dan 
7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam 

penyelenggaraan penanaman modal. 
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e. Peta Panduan Implementasi RUMPK, meliputi: 

1. pengembangan dan percepatan Penanaman Modal 
yang relatif mudah dan cepat menghasilkan; 

2. percepatan pembangunan infrastruktur; 
3. pengembangan usaha pariwisata, usaha jasa, 

perdagangan, pengembangan industri kreatif, teknologi 

tinggi dan industri non-polutif; 
4. pengembangan industri skala kecil dan menengah; dan 

5. pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.  
f. Pelaksanaan. 

 
Pasal 3 

 

(1) Dalam pelaksanaan Penanaman Modal, terbagi kedalam 
tahapan dan kurun waktu pelaksanaan. 

(2) Pelaksanaan tahapan Penanaman Modal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara 

simultan. 
(3) Pelaksanaan secara simultan yaitu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan secara bersamaan dalam fase atau 

kurun waktu yang sama. 
 

Bagian Kedua 
Isi dan Uraian 

 
Pasal 4 

 

Isi dan uraian RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB III 
JANGKA WAKTU 

 

Pasal 5 
 

(1) Jangka waktu RUPMK sampai dengan Tahun 2025. 
(2) RUPMK dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 

tahun. 
(3) Peninjauan dan penyesuaian terhadap RUPMK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
  

 Pasal 6 
 

DPMPTSP melaksanakan peninjauan dan penyesuaian 
RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), 
melalui koordinasi dengan: 

a. perangkat daerah terkait; 
b. pemangku kepentingan; dan 

c. masyarakat. 
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BAB IV 

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 7 
 

DPMPTSP melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap 

pelaksanan RUPMK, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.  

 
 

 Ditetapkan di Parigi 
pada tanggal 26 Agustus 2022 

 
 BUPATI PANGANDARAN, 

 

ttd. 
 

H. JEJE WIRADINATA 

 
 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 26 Agustus 2022 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 
 

ttd. 
 

H. KUSDIANA 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2022 NOMOR 62 

 

 


